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ABSTRAK

NAHDHIYA MILATINA, Analisisis Implementasi PSAK 102 dan 106
Pada Laporan Keuangan Di KOPENA Pekalongan.

Indonesia memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK
yang digunakan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan yang disusun
olen 1Al (lkatan Akuntansi Indonesia). PSAK yang mengatur pembiayaan
murabahah ada di PSAK No 102. Sedangkan untuk akad musyarakah diatur di
PSAK 106. tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi
PSAK No. 102 dan 106 mengenai akad murabahah dan musyarakah pada laporan
keuangan di KOPENA Pekalongan.

Jenis penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Lokasi penelitian ini di kantor pusat KOPENA Pekalongan di
Landungsari. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara
langsung dengan pimpinan pusat dan staf bagian pembiayaan. Analisis data yang
digunakan untuk keabsahaan datanya menggunakan Triangulasi Sumber,
Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu.

Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan data keuangan
KOPENA Pekalongan dengan PSAK 102 dan 106 maka dapat disimpulkan PSAK
102 belum sesuai. Ketidak sesuaian terdapat di pengakuan asset, diskon.
Penyajian piutang dan pengungkapan piutang. Sedangkan untuk PSAK 106 di
KOPENA sudah sesuai yaitu dibagian pencatatan penyerahan modal, biaya yang
dikeluarkan, pencatatan pengembalian modal dan pengungkapan transaksi
musyarakah.

Kata kunci : PSAK 102, PSAK 106, murabahah, musyarakah, koperasi syariah.



ABSTRACT

NAHDHIYA MILATINA, Analysis of the Implementation of PSAK 102
and 106 in the Financial Statements at KOPENA Pekalongan.

Indonesia has a Statement of Financial Accounting Standards or PSAK
which is used as a guideline for making financial statements prepared by IAl
(Indonesian Accounting Association). The PSAK that regulates the financing of
murabahah is in PSAK No. 102. As for the musyarakah contract, it is regulated in
PSAK 106. The purpose of this study is to find out how the implementation of
PSAK No. 102 and 106 regarding murabahah and musyarakah agreements in
financial statements at KOPENA Pekalongan.

This type of research uses qualitative methods with a descriptive
approach. The location of this study is at the head office of KOPENA Pekalongan
in Landungsari. The data collection technique used is direct interviews with
central leaders and financing staff. Analysis of the data usedfor the validity of the
data using Source Triangulation, Engineering Triangulation and Time
Triangulation.

Based on the results of the analysis by comparing the financial data of
KOPENA Pekalongan with PSAK 102 and 106, it can be concluded that PSAK
102 is not yet appropriate. Incompatibility is found in asset recognition,
discounts. Presentation of receivables and disclosure of receivables. As for PSAK
106 in KOPENA, it is appropriate, namely the section of recording capital
transfers, costs incurred, recording returns of capital and disclosure of
musyarakah transactions.

Keywords: PSAK 102, PSAK 106, murabahah, musyarakah, sharia
cooperatives.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah
hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987.
Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang
belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke
dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi
itu adalah sebagai berikut.
1. Konsonan
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa N es (dengan titik di atas)
d Jim J Je
z Ha h ha (dengan titik di bawah)
d Kha Kh ka danha
3 Dal D De
3 Zal z zet (dengan titik di atas

Xi



J Ra R Er
J Zai Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
ol Sad $ es (dengan titik di bawah)
ol Dad d de (dengan titik di bawah)
h Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di bawah)
d ‘ain ’ koma terbalik (di atas)
& Ghain G Ge
o Fa F Ef
it Qaf Q Qi
d Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
O Nun N En
3 Wau W We
° Ha H Ha
s Hamzah Apostrof
0] Ya Y Ye
2. Vokal

Vokal Tunggal

Vokal rangkap

Vokal Panjang

l=a =3
V=i ¢l = ai ¢l =1
i:u ‘gi:au Ji:ﬁ

xii




3. Ta Marbutah
Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/
Contoh:
dLas 3 4 ditulis mar’atun jamilah
Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/
Contoh:
dab ditulis fatimah
4. Syaddad (tasydid, geminasi)
Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddad tersebut.
Contoh:
Ly ditulis rabbana
A ditulis al-barr
5. Kata sandang (artikel)
Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditrasnsliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:
gl ditulis asy-syamsu
Ja ditulis ar-rojulu
FRIVA ditulis as-sayyidinah

Xiii



Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan
dengan bunyinya, yaitu bunyi /1/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan
dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
a8l ditulis al-gamar
& ditulis al-badi’
J 3 ditulis al-jalal
6. Huruf Hamzah
Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi,
jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, hurus hamzah itu
ditransliterasikan dengan apostrof /°/.
Contoh:
< pal ditulis umirtu

£ o ditulis syai’un
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam. Aspek inilah yang
sepatutnya menjadi potensi pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia
menggunakan aneka macam produk. pendanaan serta investasi yang berbeda
dengan bank konvensional pada umumnya. Akan tetapi, dalam praktiknya
nyatanya tiap-tiap  produk  keuangan syariah  tersebut  belum
diimplementasikan secara optimal. Perihal ini disebabkan karena regulasi
masih cenderung belum bekerja secara maksimal, sehingga masih ada
beberapa hal yang belum memenuhi ketentuan dan acuan yang berlaku dikala
diterapkan (Republika. 2018).

Pasal 1(2) perihal lembaga keuangan, bank dan koperasi ialah badan
usaha penghimpun dana masyarakat pada bentuk simpanan dan sanggup
menyalurkan dana untuk masyarakat dalam wujud pinjaman dan diharapkan
mampu menaikkan taraf hidup masyarakat (Sholihin, 2020:29). Dalam agama
Islam sudah mengatur kegiatan yang ada di dunia termasuk kegiatan ekonomi
yaitu berdagang, jual beli, sewa menyewa atau kerja sama lainnya yang
mengharuskan bersifat jujur dan adil.

LKS (Lembaga Keuangan Syariah) berperan penting dalam
perekonomian negara. LKS diharapkan mampu memberikan fasilitas
kemudahan kepada masyarakat yang kesulitan dalam kegiatan usahanya yaitu

dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan, sehingga kegiatan usahanya



bisa berjalan dan berkembang (wahyuni, 2019:107). Salah satu wujud
lembaga keuangan syariah ialah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang
menambah warna kehidupan perekonomian bangsa Indonesia. Pengesahan
oleh Pasal 33(1) UUD 1945 “Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha
berdasar azaz kekeluargaan™ (Trisnaningsih, 2018:74).

Pasal tersebut meyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat
diutamakan serta wujud usaha yang tepat merupakan koperasi. Perbandingan
koperasi dengan lembaga keuangan islam lainnya adalah koperasi syariah
belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat padahal kenyataanya
jumlah koperasi yang ada di Indonesia cukup banyak, terbukti dengan jumlah
koperasi yang terdapat di Indonesia yakni 123. 048 unit usaha. 3, 29% dari
total, atau 4. 046 unit usaha merupakan koperasi simpan pinjam syariah.
Jumlah ini diharapkan dapat meningkat lebih baik dengan pertumbuhan
koperasi syariah (Dimyati, 2020).

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh badan hukum yang
nyata atau koperasi dengan mengalokasikan kekayaan para anggotanya
sebagai modal dalam usaha, sesuai dengan nilai ekonomis sesuai dengan cita-
cita, kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. dan berpegang pada prinsip-
prinsipnya” (UU No.17 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1). Aturan tentang
perkoperasian yang termuat didalam UU No 25 Tahun 1992 diterangkan
bahwasanya koperasi memiliki peran dan fungsi diantaranya 1). membentuk
dan menumbuhkan kemampuan serta potensi ekonomi masyarakat secara

umum dan anggota secara khusus. 2) Berpartisipasi aktif untuk menunjang



y
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peningkatan kualitas hidup .masyarakat 3). Penguatan ekonomi kerakyatan
sebagai landasan ketahanan dan kekuatan ekonomi nasional dengan
landasannya adalah koperasi. 4) Usaha membentuk serta menumbuhkan
ekonomi nasional yang adalah upaya bersama berdasar asas demokrasi
ekonomi dan kekeluargaan. Salah satu ciri khas koperasi adalah menjunjung
sikap .kekeluargaan serta gotong royong perihal ini sesuai ayat Al-Quran
yang termuat dalam Q.S Al-Maidah: 2, yaitu :
B Fosaly A e 15isld v S5 O B 1
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa
dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat
siksaan-Nya”.

Adanya Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah (KSPPS)
menunjukkan bahwa beberapa koperasi mempraktikan prinsip ekonomi
syariah sehingga penerapannya tidak bertentangan dengan hukum syariah.
Dengan demikian selaku lembaga keuangan syariah non perbankan KSPPS
bisa menolong masyarakat agar terhindar dari bunga yang dikenal sebutan
riba KSPPS memiliki berbagai produk keuangan dalam bisnisnya, seperti
pemrosesan pinjaman, perdagangan, bagi hasil dan leasing. “PERMEN
KUKM No. 2017 Bab 1 Ayat 2” tentang Penggunaan Akad Murabahah dan
Musyarakah untuk Pendanaan Melalui Mekanisme Bagi Hasil (Tamam,
2020).

Pemerintah, pelaku bisnis Islam dan sosial memerlukan regulasi dari

Ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengenai aturan syariah terkait



praktik dan produk forum keuangan syariah. Pesatnya perkembangan forum
keuangan syariah termasuk Dana Koperasi Syariah, perlu diimbangi dengan
baik dan benar dengan Fatwa Syariah agar semua produk memiliki basis atau
sumber Syariah yang kuat. Dengan demikian, lahirlan Dewan Syariah
Nasional sebagai badan dari Majelis Ulama Indonesia yang memiliki
pengaruh besar dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat (Sari, 2021).
Salah satu Koperasi Syariah yang sedang bertumbuh di wilayah kota
Pekalongan yaitu Koperasi Pemuda Buana Pekalongan. Produk unggulan dari
KOPENA dalam hal pembiayaan adalah murabahah dan musyarakah.
KOPENA bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan memberdayakan
masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi melalui pendekatan keuangan
mikro Kegiatan operasional KOPENA pada hakikatnya sama dengan lembaga
keuangan mikro yang lain, karena penerapan prinsip bagi hasil, bukan prinsip
tingkat bunga. KOPENA memiliki modal awal Rp. 400.000. terakhir dalam
laporan Rapat Anggota Tahunan sebelum pandemic Covid-19 ini di tahun
2019 menunjukkan peningkatan dalam hal pembiayaan. Pada tahun 2018
Rp.98 Miliar lalu di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 63,41% menjadi

Rp.160 Miliar (ketua KSPPS KOPENA).



Tabel 1
Data Nasabah Produk Pembiayaan

Tahun Jumlah
2019 381
2020 461

2021 536
Sumber : Bpk.Adi bagian kabag pembiayaan

Setiap tahun semakin banyak pelanggan yang datang ke KOPENA
karena prosedur pendaftaran yang sangat mudah dan cepat. Sistem dan
koperasi lebih populer dan dikenal oleh anggota. Ini membawa banyak
manfaat bagi semua anggota. Situasi ini sangat menguntungkan bagi
pelanggan dengan usaha kecil, tidak akan ada yang rumit.

KOPENA adalah koperasi simpan pinjam berbasis Syariah yang dapat
menawarkan penghimpunan nasabah dan melakukan simpanan untuk nasabah
serta menawarkan pinjaman kepada nasabah yang tidak memiliki dana untuk
menjalankan aktifitas usahanya.

KSPPS KOPENA Pekalongan merapkan aturan kepada nasabah dan
calon nasabahnya untuk memberikan jaminan jika melakukan akad
pembiayaan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kajian ilmu fikih klasik,
dimana jaminan itu bukan suatu hal yang diperlukan. Akad murabahah atau
musyarakah dilandasi pada unsur kepercayaan, akibatnya tidak perlu adanya
agunan dalam akad ini. Perkembangan lembaga keuangan syariah ini
membutuhkan kontribusi para ulama agar sistemnya dapat berkembang dan
berkembang Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian membentuk Dewan

Syariah Nasiona (DSN) untuk menangani masalah ekonomi. DSN membantu



memfasilitasi penerapan ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi (kurniadinata,
2017:97).

Koperasi Syariah menggunakan dana akad murabahah dan
musyarakah. Murabahah menjual membeli dengan memberikan pembeli
informasi nominal tentang sumber barang dengan tambahan keuntungan
(Ahmad:1969:30). Musyarakah adalah kesepakatan antara dua pihak atau
lebih untuk bekerja sama atau berinteraksi dalam rangka menjalankan bisnis
tertentu secara legal dan efisien, dan disepakati bahwa keuntungan akan
dibagi dalam hubungan yang disepakati, dan kerjasama dan risiko akan
seimbang. Dalam DSN-MUI/IV No.8Tahun 2000, akad musyarakah
merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bersama-sama
menjalankan suatu perusahaan, dan setiap pihak sepakat bahwa pada saat
mengeluarkan dana, profit dan resiko diserahkan sesuai kesepakatan diawal.
(Bustamam, 2019) Praktek pembiayaan musyarakah dalam suatu usaha atau
proyek dimana bank atau koperasi dan nasabahnya bersedia memberikan
modal atau aset untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Setelah
bisnis tadi terselesaikan maka nasabah mengembalikan modal yg telah
digunakan disertai menggunakan profit yg didapat berdasakan sistem bagi
output yg sudah disepakati.

Kegiatan lembaga keuangan memerlukan standarisasi sebagai acuan
pelaksanaan pembiayaan. Akuntansi membutuhkan alat pengukur untuk
mengetahui transaksi yang telah terjadi pada suatu entitas menggunakan

prosedur yang dapat diterima oleh semua pihak. Aturan hukum di Indonesia



disebut PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK yang
mengatur pembiayaan murabahah ada didalam PSAK No 102. PSAK 102
menggunakan sistem metode akuntansi untuk proses pencatatan instrumen
keuangan melalui sistem perdagangan, dimulai dengan sistem akuntansi yang
digunakan oleh lembaga perbankan syariah atau transaksi antar pihak
berdasarkan pesanan property lembaga Islam (1A1,2016:102.1).

Sedangkan untuk PSAK yang mengatur akad musyarakah terdapat
dalam PSAK No. 106. PSAK musyarakah No0.106 sebagai acuan pelaporan
dimulai dengan pengakuan dan pengukuran transaksi, penyajian dan
pengungkapan. PSAK No0.106 menyatakan bahwa musyarakah adalah
perjanjian kerjasama antara dua atau lebih pihak dalam suatu usaha, semua
pihak sepakat bahwa keuntungan dibagi dan kerugian didasarkan pada dana
bersama. Dana ini termasuk uang tunai atau properti yang diizinkan oleh
hukum Syariah. PSAK 106 juga memberikan pedoman akuntansi untuk mitra
aktif dan pasif pada awal dan setelah proses pendanaan. PSAK 106 juga
mengatur persyaratan pelaporan minimum untuk mitra aktif dan pasif.
Namun, PSAK 106 tidak mengatur sukuk di bawah kontrak musyarakah.
PSAK 106 menegaskan bahwa ada dua produk pinjaman musyarakah:
musyarakah permanen dan musyarakah mutanagisah (Rasma, 2021:127).

Hasil penelitian lhsan (2019) menunjukkan “kesesuaian metode
akuntansi pemberian mudharabah berdasarkan pengakuan, penilaian,
penyajian dan pengungkapan di PT BPRS Asri Madani Nusanta tidak

sepenuhnya sama dengan praktik serta penerapannya. Perbedaan ini terdapat



pada akuntansi investasi, akuntansi kerugian, akuntansi pembagian laba, dan
akuntansi klaim. Ada berbagai aplikasi akuntansi yang cocok untuk akuntansi
investasi, akuntansi laba, penilaian, presentasi, dan pengungkapan. Ketepatan
perlakuan akuntansi keuangan musyarakah berdasarkan pengakuan,
pengukuran, penyajia serta pengungkapan keuangan musyarakah di PT BPRS
Asri Madani Nusantara tidak sepenuhnya sesuai dengan praktik.
Ketidakpatuhan meliputi pengakuan investasi, pengakuan kerugian dan
pengakuan pengungkapan piutang. Untuk beberapa kebijakan akuntansi
konsisten dengan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan laba”.

Hasil penelitian Fatimah Tuzaroh, Afifudin dan Hariri (2020)
menunjukkan bahwa “Koperasi Murni Amanah Sejahtera Malang didasarkan
pada 106 pengungkapan, penyajian, pengukuran dan persepsi yang tidak
sesuai dengan penerapan dan praktiknya”. Budi Triyono (2017) menjelaskan
hasil penelitiannya bahwasannya “Pelaksannan Pembiayaan murabahah di
BPRS Sukowati Cabang Grobogan Sragen tidak sesuai dengan aturan Fatwa
MUID SN tentang Pengadaan Barang. Lalu penggunaan akad murabahah
dalam akad kerja sama dirasa kurang tepat karena dalam akad kerja sama
lebih tepat menggunakan akad mudharabah .

Diah Nurdiwaty dan Hestin Sri Widiawati (2018) dalam penelitiannya
menytakan “Praktik akuntansi dalam akad murabahah dan mudharabah
berlangsung berdasarkan SOP di KSPPS BMT NU Jombang Nomor 102 dan

105 PSAK”™.



Melihat beberapa penelitian terdahulu yang telah diungkapkan diatas,
penerapan 102 dan 106 ada yang belum sesuai akan penerapan dan
praktiknya. Adanya ketidaksesuaian ini pada penyajian, pengakuan piutang,
pengakuan kerugian, dan pengakuan investasi. Namun pada pengungkapan,
pengukuran, dan pengakuan keuntungan penerapan akuntansinya sudah
sesuai ada juga koperasi syariah yang sepenuhnya belum sesuai dengan
PSAK yang berlaku.

Kontrak murabahah adalah kontrak penjualan di mana penjual
menyampaikan harga asli dan menambahkan keuntungan berdasarkan
kontrak. Namun pada kenyataannya, tidak jarang KOPENA Pekalongan
memberikan.dana untuk pelanggan agar membeli apa yang mereka inginkan.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No04/DSNMUI/IV/2.000 Poin keempat
menjelaskan bahwa “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”, juga tidak
sesuai dengan yang tercantum di PSAK 102 menjelaskan murabahah sebagai
transaksi penjualan dan LKS adalah pihak yang menyediakan barang
(Mughni, 2019:3).

Sedangkan dalam akad musyarakah pihak KOPENA Pekalongan hanya
memberikan pendanaan dalam bentuk kas tidak ada pendanaan dengan aset
non-kas, tapi di dalam PSAK 106 menyebutkan pembiayaan bisa berupa kas
dan aset nonkas.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti KOPENA Pekalongan

mengenai bagaimana penerapan PSAK 102 dan 106, bagian-bagian apa saja
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yang sudah sesuai dengan PSAK, karena dalam perjalanannya selama 20
tahun KOPENA berdiri baru di tahun 2014 KOPENA berganti menjadi
syariah. Apakah diwaktu yang 8 tahun ini KOPENA sudah benar-benar bisa
menerapkan prinsip syariah dan menggunakan PSAK yang sesuai untuk
laporan keuangannya. Laporan keuangan yang memberikan informasi yang
andal akan mendorong pemangku kepentingan untuk berinvestasi di LKS.
Seiring pertumbuhan investasi ini, dana yg bisa diterima seharusnya bukan
sebagai masalah, kiprah PSAK syariah yg semakin matang berdampak dalam
perkembangan forum keuangan syariah Dalam hal ini menampilkan bahwa
PSAK berperan primer buat pengembangan aset syariah.

Mengacu pada pemaparan tersebut, maka peneliti menjadikan “Analisis
Implementasi Psak 102 Dan 106 Pada Laporan Keuangan Di Kopena
Pekalongan” menjadi judul penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian di
KOPENA karena Koperasi Syariah tersebut adalah koperasi yang memiliki
banyak cabang di daerah Pekalongan yang melayani simpan pinjam syariah.
Maka dari itu peneliti ingin melihat apakah penyajian laporannya sudah
sesuai dengan PSAK.

Rumusan masalah

1. Bagaimana implementasi PSAK No0.102 pada akad murabahah di laporan
keuangan KOPENA Pekalongan?

2. Bagaimana implementasi PSAK No0.106 pada akad musyarakah di laporan

keuangan KOPENA Pekalongan?
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C. Pembatasan Masalah
Penulis hanya memfokuskan pada Perlakuan akuntansi dalam sistem
pembiayaan murabahah dan musyarakah di KOPENA Pekalongan.
D. Tujuan Penelitian
1. Untuk.mengetahui bagaimana implementasi PSAK No0.102 pada akad
murabahabh di laporan keuangan KOPENA Pekalongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK No0106 pada akad
musyarakah di laporan keuangan KOPENA Pekalongan.
E. Kegunaan Penelitian
1. Peneliti
Diharapkan mampu memberi bukti empiris mengenai penerapan
PSAK 102 dan 106 serta perlakuan akuntansinya pada penyajian laporan
keuangan syariah di Koperasi..Syariah..
2. Bagi Akademis
Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan referensi atau tinjauan
secara nyata untuk penerapan PSAK 102 dan 106 serta perlakuan
akuntansinya pada penyajian laporan keuangan syariah di koperasi syariah
3. Bagi Koperasi Syariah
Diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengembangan laporan
keuangan yang sesuai dengan PSAK 102 dan 106
F. Sistematika Pembahasan
Hasil dari penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang memiliki tujuan

agar memudahkan pemahaman serta pembahasan serta permasalahan yang
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diteliti sehingga pembahasan mampu terarah dengan baik serta benar.
Sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

BAB1 PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi “latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan
sistematika penulisan”

BAB Il KERANGKA TEORI

Bab ini berisi “kajian teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir”

BAB IIl METODE PENELITIAN

Bagian ini meliputi “Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu
penelitian, variabel penelitian, kosmologi, sampel dan teknik pengambilan
sampel, alat dan teknik pengumpulan dan penelitian, pengolahan dan analisis
data”.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Membahas “Deskripsi data, analisis data dan pembahasan”

BABYVY PENUTUP

Bagian penutup yang berisi “Kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan
pembahasan”

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah mengkaji dan menganalisis penerapan PSAK 105 dan 106
terhadap laporan keuangan Koperasi Pemuda Buana Pekalongan, maka dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pendaftaran Murabahah dan Musyarakah sudah berjalan dan
sesuai prosedur.

2. Transaksi murabahah pada KOPENA Pekalongan belum seusai PSAK
102 belum berjalan belum sesuai. Ketidak sesuaian terdapat di
pengakuan asset, diskon. Penyajian piutang dan pengungkapan piutang.

Transaksi musyarakah pada KOPENA Pekalongan sudah sesuai
dengan PSAK 106 dilihat dari beberapa pernyataan berikut ini :

a. Pencatatan penyerahan modal Kopena Pekalongan untuk tujuan
penghimpunan dana dalam bentuk tunai atau aset non tunai yang diatur
dalam PSAK 106 dianggap sebagai investasi oleh Musyarakah.

b. Pembiayaan yang terjadi saat akad musyarakah diakui apabila ada
kesepakatan dari semua pihak dan ini sesuai dengan PSAK 106

c. Pencatatan laporan keuangan di KOPENA Pekalongan dalam akad
musyarakah sudah sesuai dengan PSAK 106, yaitu di bagian pengakuar

dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan.
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B. Keterbatasan penelitian

1. Hanya fokus pada akad pembiayaan murabahah dan musyarakah di
KOPENA Pekalongan.

2. Waktu menunggu wawancara yang lama dan waktu wawancara yang
singkat sehingga data yang didapat tidak langsung dan harus mengulang
dikemudian hari.

C. Saran-saran

1. KOPENA Pekalongan diharapkan terus mencatat dan menyusun laporan
kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku,
khususnya PSAK 102, guna menjaga kepercayaan dan keterbukaan mitra
anggota.

2. Semua pembaca diharapkan mendapatkan manfaat dan pemahaman lebih
lanjut tentang akuntansi syariah setelah menulis skripsi ini.

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan data yang lebih
lengkap pada KOPENA Pekalongan terkait akuntansi pembiayaan
murabahah dan musyarakah yang dilakukan, dengan berkoordinasi pada

kepala pimpinan dan bagian pembiayaan KOPENA Pekalongan.
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